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JURUS PENJABAT GUBERNUR AGUS FATONI MENEKAN INFLASI  
DI SUMATERA SELATAN 

 

 
Sumber gambar: https://www.detik.com/    

 
Isi berita: 

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Agus Fatoni, meminta 
kepala daerah kabupaten/kota di Sumsel untuk menggelar pasar murah. Hal itu untuk 
menekan inflasi. “Saya mengimbau Bupati dan Wali Kota di Sumsel menggelar pasar 
murah agar harga beras yang sedang mengalami kenaikan itu terkendali dan juga 
sebagai bentuk upaya mengendalikan inflasi,” kata Fatoni usai meninju Pasar Palimo di 
Palembang pada Minggu 15 Oktoner 2023. 

Harga beras di Pasar Palimo Palembang, pedagang menjual beras premium 
Rp14.500,00 - Rp15.000,00 per kilogram, sedangkan beras medium Rp12.000,00 - 
Rp12.500,00 per kilogram. Fatoni mengatakan, penyebab harga beras naik karena 
tingginya permintaan pedagang, sementara stok digudang kurang. Penyebab lainnya, 
dampak El Nino hingga membuat sentra produksi padi berkurang. “Maka dari itu, kami 
juga berkoordinasi dengan Bulog agar melakukan operasi pasar untuk menekankan 
harga beras,” ungkapnya. 

Sementara untuk harga sejumlah daging mengalami penurunan, harga daging 
ayam yang sebelumnya dijual Rp35.000,00/kilogram menjadi Rp30.000,00/kilogram, 
harga daging sapi masih cenderung normal berkisar Rp150.000/kilogram. 
“Alhamdulillah untuk harga daging baik itu daging ayam, maupun daging sapi, kambing 
turun. Begitu juga harga telur. Harga telur stabil Rp25.000,00/kilogram," ungkapnya. 

Terkait dengan harga-harga tersebut, Fatoni mengimbau warga agar tidak 
khawatir. Sebab, berdasarkan hasil kunjungannya, dia memastikan harga bahan pokok 
dalam rangka penanganan inflasi, sejumlah harga kebutuhan cenderung stabil. Guna 
tetap menjaga kestabilan harga-harga bahan pokok ini, Pemprov Sumsel akan gencar 
melakukan operasi pasar murah. Tidak hanya di dinas-dinas terkait, namun juga di 
seluruh Kabupaten/Kota di Sumsel. 

https://www.detik.com/
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Catatan: 
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam 
jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut 
inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang 
lainnya.  
Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS 
melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan 
jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian 
digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat 
ini dengan periode sebelumnya. 
 
a. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi 

Nasional 
- Pasal 2, Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 terdiri dari: 
a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat; 
b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan 
c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota. 

- Pasal 4 ayat (1), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas: 
a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang 

kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi; 
b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan 

memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional; 
c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistic pada tingkat provinsi; 
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d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim 
Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau 

e. melakukan langkah-Iangkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan 
dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi. 

- Pasal 4 ayat (2), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh 
gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta 
sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang 
terkait dengan inflasi. 

- Pasal 4 ayat (3), Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

- Pasal 4 ayat (4), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan 
tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan 
pihak lain yang dianggap perlu. 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk 
Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 
- Pasal 1 angka 6, Belanja Daerah yang Ditandai untuk lnflasi yang selanjutnya 

disebut Penandaan Inflasi adalah belanja daerah yang digunakan untuk 
pengendalian inflasi. 

- Pasal 3 ayat (1), Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja 
dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kinerja pengendalian inflasi daerah.  

- Pasal 3 ayat (2), Kinerja pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) untuk provinsi dinilai berdasarkan data:  
a. peringkat inflasi; dan  
b. realisasi Penandaan Inflasi. 

- Pasal 3 ayat (3), Kinerja pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) untuk kabupaten/kota dinilai berdasarkan data:  
a. dimensi upaya pemerintah daerah;  
b. dimensi tingkat kepatuhan pelaporan;  
c. peringkat inflasi; dan  
d. realisasi Penandaan Inflasi. 

- Pasal 4 ayat (1), Data dimensi upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan jumlah upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi pangan oleh kabupaten/kota 
meliputi 9 (sembilan) indikator, yaitu: 
a. pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia; 
b. rapat teknis tim pengendali inflasi daerah; 
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c. menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting; 
d. pencanangan gerakan menanam; 
e. melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait; 
f. melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang; 
g. berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan; 
h. merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi; 

dan 
i. memberikan bantuan transportasi dari APBD. 
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